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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : €9 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-
II LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG RETRI-
BUSI USAHA KEPARIWISATAAN.,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat'II‘Lampung Selatan tang-
gai 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.H/1996 perihal mohon pe-
ngesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lam-
pung Selatan. ; '
2. Peraturan Daerah ‘Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Sela-
tan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Kepariwisa-

taan.

‘bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Dae-
rah dimaksud.

1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota-
praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
73 ) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokbk-pokok Peme-
rintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor
38 ) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;

5..Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyera-
han sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan
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Pertama

10.

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No-
mor KM.69/PW/304/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha dan Pe-
ngelolaan Losmen Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Peruba
han sebutan Losmen menjadi Hotel Melati ;

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.70/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor
16 Tahun 1991 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerin-
tahan di Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II
se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI USA-

HA
A.
B.

KEPARIWISATAAN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
Kata " RAHMAT " diubah dan harus dibaca " RAKHMAT "
Konsideran Mengingat ditambah Nomor 4 baru dan harus diba-
ca : :

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
Nomor urut 3 menjadi Nomor urut 1
Nomor urut 1 menjadi nomor urut 3
Nomor urut 4 lama menjadi Nomor 5 baru dan seterusnya.
Nomor urut 7 setelah kata Losmen ditambah kata Jo Keputu-
san Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70

/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan sebutan Losmen menjadi
Hotel Melati.

- Nomor urut 7 dan Nomor urut 9 tertulis "pengolahan" diu-
bah dan harus dibaca "penggolongan".

- Nomor urut 8 diantara kata " usaha " dan Hiburan umum
ditambah kata "rekreasi"

- Nomor urut 13 diubah dan harus dibaca : ‘
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten-

tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tamba-
han ;

Nomor urut 15 dan 16 dihapuskan.

BAB I Pasal 1 huruf m diubah menjadi huruf e baru.

e lama menjadi f baru
f lama menjadi g baru
g lama menjadi h baru
i lama menjadi j baru
j lama menjadi k baru
k lama menjadi 1 baru
1 lama menjadi m baru.
- Pasal 5 ayat 2 tertulis "pelayan" diubah dan harus diba-

ca "pelayanan".
Kata "sebagimana" dihapuskan.
Setelah kata Lampiran ditambah angka I dan II.

BAB V tertulis "Ketetuan " diubah dan harus dibaca
"Ketentuan".
Pasal 11 ayat 1 diubah dan harus dibaca

Barang siapa ...... cees



" Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pasal 2,3,5,6.7,8 Peraturan Daerah ini diancam dengan
Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan

atau
ribu

denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima puluh
rupiah) ".

F R, BAB VI lama menjadi BAB VII baru

* BAB VII lama menjadi BAB VI baru "PENYIDIKAN"diubah dan

harus dibaca : Pasal 12,

(1) Selain oleh Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksana
kan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Peme
rintah Daerah Tingkat I Lampung yang pengangkatannya di-
tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan,penyidik Pegawai Ne-

geri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwe
nang :

a.

b.

d.
e‘
f.

i.

- P
- P

- P

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana ;

Melakukantindakan pertama pada saat itu ditempat keja-
dian serta melakukan pemeriksaan ;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka ;

Melakukan penyitaan benda atau surat ; _
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa se-
bagai tersangka atau saksi ;

Mendatangk;n orang ahli yang diperlukan dalam hubungan
nya dengan pemeriksaan perkara ;

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pe
ristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melalui
penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penun
tut umum, tersangka atau keluarganya ;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di-
pertanggung jawabkan.

asal 12 lama menjadi pasal 13 baru
asal 13 lama menjadi pasal 12 baru.

asal 14 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".

Pada Lampiran I huruf A.Akomodasi :

Angka
Angka
hapus
Angka
Angka
Angka

1 huruf c, kalimat "Non Melati" dihapus seluruhnya.

2,3,4,5,6 dan 9 huruf a, kalimat "Melati III" di -

termasuk tarif retribusinya.

3 kalimat "Cotage" diubah dan harus dibaca "Pondok".
4, kata "villa", dihapus. '

6 kata "Guest Hause" diubah dan harus dibaca " Wis-

ma Tamu ".

Angka
¢ pad
Angka

7 kata "Balai Pertemuan" dipindahkan dalam kelompok
a nomor 17 baru.
8 kalimat "Graha Wisata Mahasiswa/Remaja", dihapus.

- Angka 12 .....cc000.



- Angka 12, Rumah Makan, diubah menjadi huruf B.
Huruf b, dihapus
Huruf C kata "Kelas D", diubah dan harus dibaca "Non Klasi-

fikasi".
- Angka 13 kata "BAR/PUB" beserta seluruh Retribusinya diha-
pus.

- Huruf B diubah dengan huruf C "OBYEK WISATA" (Keterangan
ada dalam penjelasan). -

= Huruf C REKREASI DAN HIBURAN :

- Angka 7, kalimat "Disco Roller Skate" diubah dan harus di
baca "Komidi Putar". ' :

- Angka 9 kalimat " Bola Ketangkasan ", dihapus beserta ke-
las dan Retribusinya. :

- Angka 10 kata "Amusement/Dink dong", diubah dan harus di
baca "Gelanggang Permainan dan Ketangkasan".

- Angka 15 kata "Sport Club" diubah dan harus dibaca "Pusat
Sarana dan Fasilitas Olah Raga ".

Kedua : Keputusan ini berlaku pada‘tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ke-

putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tan . : - -
@%757 3 - 10 - 1996

TINGKAT I LAMPUNG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cg.Dir.Jen. PUOD-DDN
di-=

Jakarta

2. Bupati Kepala Daerah
Tk.II Lampung Selatan
di-
Kalianda
3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda
4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di- :
Kalianda.




